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TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja
utama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran
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Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1789);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019, untuk
selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2
Indikator Kinerja Utama wajib dijadikan acuan bagi seluruh unit
organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dalam menyusun rencana kinerja tahunan,
pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas

pelaksanaan rencana kinerja.
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Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Keputusan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-
111/K/SU/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN  KEUANGAN  DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

INDIKATOR  KINERJA  UTAMA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2015-2019

A. Nama Organisasi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara/dacrah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan
vang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara
berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran
keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan
lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran
negara/dacrah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan
lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan
lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Dacrah serta
akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan
aset negara/daerah;

4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian
intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan
program /kebijakan pemerintah yang strategis;

5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas



